BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 311 ayat (1), Undang-

Mengingat

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan
dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, maka
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2018.

_ bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 yang dijabarkan kedalam
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan telah
disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah;

_ pahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2018.

. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia 1945;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 43595);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah
diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 71,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah Diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Republik Indonesia Nomor 51595);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indnesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
Seraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Xeuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
‘ndonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972);

Deraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
‘ndonesia Nomor 5165);

Deraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);
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peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52732);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
Pada Fasilitas Kesehtan Tingkat Pertama Milik Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 81);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor
21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang
Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
UntukJasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya
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Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik
Pemerintah Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 59);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun
2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2016 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta
Pelaskanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita
Negara Tahun 2016 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018 (berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 825);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tahun
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067).
Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 9/E),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bangkalan Nomor 4 T ahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangkalan Tahun 2014 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 24);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2010
rentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan
Tahun 2010 Nomor 1/B), sebagaimana diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2013;

Deraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2010
-entang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
3angkalan Tahun 2010 Nomor 1/C), sebagaimana diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun
2014;

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2010
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangkalan Tahun 2010 Nomor 2/C), sebagaimana diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13
Tahun 2013;

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2010
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 3/Cy;

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 T ahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
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Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2011
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 7/E);
Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan
Tahun 2013 Nomor 1/E);

5 Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2013

tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 Nomor 5/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2013
tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik
Daerah, Badan Usaha Swasta, dan Kelompok Usaha Masyarakat
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 Nomor
6/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,;
Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun
2015 Nomor 3/A);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2017
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangkalan Tahun 2017 Nomor 2/A);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2017 Nomor
7 /E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 44);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

Menetapkan

dan
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

sebagai berikut:
1. Pendapatan Daerah: Rp2.070.154.832.021,26

2. Belanja Daerah: Rp2.193.477.193.357,12
Surplus/ (Defisit) Rp(123.322.361.335,806)

3. Pembiayaan Daerah:
a. Penerimaan Rp154.556.040.563,86
b. Pengeluaran Rp31.233.679.228,00
Pembiayaan netto Rp123.322.361.335.86
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan Rp0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka
1, terdiri dart:
a. Pendapatan Asli Daerah, sejumlah Rp207.660.709.799,99;
b. Dana Perimbangan, sejumlah Rp1.391.402.927.491,00;
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sejumlah
Rp471.091.194.730,27.
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:
a. Pajak Daerah, sejumlah Rp31.885.127.133,76;
b. Retribusi Daerah, sejumlah Rp15.867.770.427,00;
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan,
sejumlah Rp1.853.306.550,76;
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sejumlah
Rp158.054.505.688,47.
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
terdiri dari jenis pendapatan:
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, sejumlah
Rp88.627.666.491,00;
b. Dana Alokasi Umum, sejumlah Rp994.460.684.000,00;
c. Dana Alokasi Khusus, sejumlah Rp308.314.577.000,00.
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan:
a. Hibah, sejumlah Rp122.547.600.000,00;
b. Dana Darurat, sejumlah Rp0,00;
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah
Lainnya, sejumlah Rp69.078.083.230,27,
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, sejumlah
Rp268.326.025.000,00;
e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah
lainnya, sejumlah Rpll. 139.486.500,00;
f. Lain-lain Penerimaan Rp0,00.




(1)

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2,
terdiri darti:
a. Belanja Tidak Langsung, sejumlah Rp1.272.006.691.036,62;
b. Belanja Langsung sejumlah Rp921.470.502.320,50.
Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, terdiri dari jenis belanja:
. Belanja Pegawal, sejumlah Rp826.758.908.184,72;
. Belanja Bunga, sejumlah Rp3.383.431.682,00;
Belanja Subsidi, sejumlah Rp0,00;
. Belanja Hibah, sejumlah Rp56.463.159.206,00;
Belanja Bantuan Sosial, sejumlah Rp200.000.000,00;
Belanja Bagi Hasil, sejumlah Rp4.788.289.757,00;
Belanja Bantuan Keuangan, sejumlah Rp379.412.902.206,90;
. Belanja Tidak Terduga, sejumlah Rp1.000.000.000,00.
Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

> 0 A0 TP

terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai, sejumlah Rp277.897.884.965,60;

b. Belanja Barang dan Jasa, sejumlah Rp305.597.435.789,20;
c. Belanja Modal, sejumlah Rp337.975.181.565,70.

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,

angka 3 terdiri dart:

a. Penerimaan, sejumlah Rp154.556.040.563,86;

b. Pengeluaran, sejumlah Rp31.233.679.228,00.

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri

dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA),
sejumlah Rp154.556.040.563,86;

b. Pencairan Dana Cadangan, sejumlah Rp0,00;

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
sejumlah Rp0,00;

d. Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah, sejumlah
Rp0,00;

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, sejumlah Rp0,00;

f Penerimaan Piutang Daerah, sejumlah Rp0,00.

g. Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah, sejumlah
Rp0,00.

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri

dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan, sejumlah Rp0,00;

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, sejumlah
Rp0,00;

c. Pembayaran Pokok Utang, sejumlah Rp31.233.679.228,00;




d. Pemberian Pinjaman Daerah, sejumlah Rp0,00.

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1.

00

10.

11.

12.
13.

Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018;
Lampiran II : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2018 menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan
Kerja Perangkat Daerah,;

Lampiran 1II : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018 menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja
Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan,;

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Daerah menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja
Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan,;

Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan
dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah
dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;

Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per
Jabatan;

Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;

Lampiran VIII: Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah,

Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan
Aset Tetap Daerah,;

Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan
Aset Lain-lain;

Lampiran XI : Daftar Kegiatan-kegiatan =~ Tahun  Anggaran
Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan
Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;

Lapiran XII ~ : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

LampiranXIll : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
Pasal ©

Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya di Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Ketentuan mengenai penganggaran dan pengeluaran keadaan
darurat dianggarkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
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Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional
pelaksanaan.

Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 2 9 DEC 2017
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